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Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia 
yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya pasal a quo. Kerugian 
konstitusional yang dimaksud menurut para Pemohon sebagai seorang buruh kehilangan 
perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia 
karena hak atas jaminan sosial yang terbatasi akibat kewenangan menjadi peserta jaminan 
sosial hanya kewenangan pemberi kerja atau perusahaan. 

Terkait dengan kewenangan, bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian 
konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap UUD 1945, sehingga 
Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. 

Mengenai kedudukan hukum (legal standing), menurut Mahkamah dihubungkan 
dengan kerugian para Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia, para 
Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang 
yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan 
sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon 
memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. 

Terhadap dalil yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpandangan Pasal 4 ayat (1) 
UU Jamsostek yang menyatakan, “Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang 
melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini” 
bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
apabila dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program 
jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak 
mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara Jaminan Sosial.  
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Lebih lanjut Mahkamah menyatakan bahwa demikian juga Pasal 13 ayat (1) UU 
SJSN yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan 
pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan 
program jaminan sosial yang diikuti” bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh sebab itu 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila dimaknai meniadakan hak pekerja untuk 
mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila 
pemberi kerja nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 4 
ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN tidak secara tegas memberikan 
jaminan hak-hak pekerja atas jaminan sosial. Untuk memenuhi hak pekerja atas jaminan 
sosial, maka kedua pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, harus dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Menurut Mahkamah, permohonan para 
Pemohon beralasan menurut hukum. Untuk itu, Mahkamah menjatuhkan putusan yang 
amarnya sebagai berikut: 

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor  3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) yang menyatakan, “Program jaminan 
sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap 
perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai 
dengan ketentuan undang-undang ini” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk 
mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan 
apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada 
penyelenggara jaminan sosial; 

2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) yang menyatakan, “Program jaminan 
sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap 
perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai 
dengan ketentuan undang-undang ini” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika 
dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program 
jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak 
mendaftarkannya pada penyelenggara jaminan sosial; 

3. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) selengkapnya harus dibaca, 
“Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib 
dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam 
hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan pekerja berhak 
mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan 
apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkannya pada penyelenggara 
jaminan sosial”; 

4. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) yang menyatakan, “Pemberi kerja 
secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang 
diikuti” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta 
program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-
nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 

5. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
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Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)  yang menyatakan, “Pemberi kerja 
secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang 
diikuti” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja 
untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan 
pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya 
pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 

6. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) selengkapnya harus dibaca, 
“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai 
peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan 
sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program 
jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata 
tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”; 

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

 
 
 
 
 


